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more effective implementation of JKN services. Meanwhile, Jayapura faces
challenges such as limited fiscal capacity, geographic barriers, and the uneven
distribution of health facilities and medical personnel. This situation negatively
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Abstrak

Strategi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia sanhgat didukung oleh implementasi
kebijakan fiskal. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dana membandingkan implementasi kebijakan fiskal
yang mendukung program JKN di Yogyakarta dan Jayapura. Penelitian ini menggunakaan metode deskriptif
kualitatif dengan analisi komparatif antara dua kasus dan menggunakan data sekunder dari laporan
pemerintah, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait. Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkap
perbedaan kapasitas fiskal daerah, alokasi anggaran kesehatan, dan infrastruktur pelayanan kesehatan di
kedua daerah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yogyakarta memiliki kapasitas fiskal yang
relatif lebih kuat, dan infrastruktur pendukung kesehatan yang lebih baik sehingga implementasi pelayanan
JKN menjadi lebih efektif. Sementara itu, Jayapura menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas
fiskal, hambatan geografis dan distribusi fasilitas tenaga kesehatan dan medis yang tidak merata. Situasi ini
berdampak buruk pada keberhasilan implementasi kebijakan fiskal untuk menjamin penyediaan pelayanan
kesehatan yang adil kepada masyarakat. Oleh karena itu, strategi kebijakan fiskal harus lebih adaptif dan
responsif terhadap karakteristik regional untuk meningkatkan implementasi program JKN khususnya di
wilayah dengan kapasotas fiskal yang rendah.

Kata Kunci : Kebijakan Fiskal, Implementasi JKN, Ketidaksetaraan Regional

PENDAHULUAN

Penerapan kebijakan fiskal memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan sektor
kesehatan, terutama dalam memastikan masyarakat umum memiliki akses terhadap layanan
kesehatan. Di negara seperti Indonesia, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk
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mengelola keuangan negara tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kohesi sosial melalui
penyediaan layanan publik berkualitas tinggi, termasuk di sektor kesehatan. Dengan alokasi
anggaran yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan
mengurangi masalah sosial yang berkaitan dengan kemampuan masyarakat umum untuk
memperoleh layanan kesehatan. Kebijakan merupakan salah satu alat terpenting dalam mendorong
keberhasilan program kesehatan nasional dan memperkuat sistem perlindungan sosial bagi
masyarakat umum(Lesmana et al., 2025).

Salah satu cara untuk menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan publik di sektor
kesehatan di Indonesia adalah melalui Program Jaminan Kesehatan (JKN), yang mulai beroperasi
pada tahun 2014. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai Cakupan
Kesehatan Universal (UHC), yang bertujuan untuk memastikan setiap individu memiliki akses
terhadap layanan kesehatan berkualitas tanpa menghadapi kesulitan keuangan. Sejak diluncurkan,
JKN telah berhasil meningkatkan cakupan layanan kesehatan yang sidgnifikan, dengan jumlah
peserta yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Program ini juga memainkan peran penting
dalam meningkatkan penggunaan fasilitas kesehatan dan mengurangi beban biaya kesehatan pada
rumah tangga, terutama bagi kelompok miskin dan rentan(Huda et al., 2024).

Meskipun demikian, pelaksanaan Asuransi Kesehatan Nasional (JKN) menghadapi
berbagai kendala, terutama yang terkait dengan keberlanjutan sumber pendanaan dan efektivitas
infrastruktur kesehatan. Meningkatkan jumlah peserta dan meningkatkan permintaan layanan medis
memberikan tekanan yang lebih besar pada kerangka keuangan sistem kesehatan nasional(Lesmana
etal., 2025). Selain itu, kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memfasilitasi implementasi
JKN berbeda-beda, sehingga mengakibatkan perbedaan kualitas dan aksebilitas layanan kesehatan
di berbagai daerah. Perbedaan kekuatan keuangan regional ini merupakan faktor penting yang
mempengaruhi seberapa efektif program JKN dilaksanakan di tingkat lokal(Jkn & Yogyakarta,
2015). Skenario ini menunjukkan bahwa keberhasilan inisiatif JKN tidak hanya bergantung pada
kebijakan nasional secara keseluruhan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan fiskal dan
tata kelola pemerintahan daerah dalam mengelola sumber daya yang tersedia di bidang kesehatan.

Meskipun sudah banyak studi yang membahas tentang pelaksanaan JKN dan kebijakan
anggaran di bidang kesehatan, penelitian yang secara khusus menyoroti perbandingan kebijakan
anggaran yang mendukung program JKN di kawasan dengan karakteristik pembangunan yang
berbeda masih terbilang jarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kontribusi
kebijakan anggaran dalam pelaksanaan JKN dengan melakukan perbandingan antara dua daerah
yang memiliki karakteristik anggaran dan pembangunan yang berbeda, yaitu Yogyakarta dan
Jayapura. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kemampuan
fiskal daerah memengaruhi keberhasilan pelaksanaan JKN serta menawarkan rekomendasi
kebijakan untuk meningkatkan pemerataan akses terhadap layanan kesehatan di Indonesia(J.
Prayoga, M. Firmansyah, 2024).

METODE PENELITIAN

Penulis mengkaji implementasi program JKN yang dipengaruhi oleh kebijakan fiscal di
Yogyakarta dan Jayapura menggunakan pendekatan studi kualitatif dan komparatif. Penelitian ini
bertujuan untuk menyelidiki bagaimana kebijakan keuangan lokal memengaruhi pelaksanaan
inisiatif JKN dan standar layanan Kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat. Pemeriksaan
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komparatof deskriptif bermaksud utuk menilai dan membandingkan penerapan kebijakan keuangan
dalam program Kesehatan di bawah JKN. Metode ini mengarah pada identifikasi perbedaan
kapasitas fiscal lokal, kebijakan penganggaran layanan Kesehatan, dan dampaknya terhadap akses
dan kualitas layanan Kesehatan. Lokasi Penelitian berada di Yogyakarta dan Jayapura. Pemilihan
kedua lokasi ini berdasarkan pada variasi situasi sosial ekonomi, infrastruktur keuangan Kesehatan
lokal, dan fasilitas layanan Kesehatan. Yogyakarta memiliki jaringan layanan kesehatan yang lebih
canggih dan fasilitas yang lebih baik, sedangkan Jayapura menghadapi kendala geografis dan
infrastruktur yang menghambat pelaksanaan sistem kesehatan program JKN.

Sumber data sekunder, penulis melakukan analisis dokumentasi dari berbagai sumber
seperti dokumen pemerintah, materi kebijakan Kesehatan, laporan BPJS Kesehatan, dan artikel
akademis yang berkaitan dengan implementasi JKN dan strategi fiskal dalam pelayanan Kesehatan.
Informasi ini digunakan untuk menilai kemajuan program JKN, Tingkat keterlibatan Masyarakat,
dan untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan fiskal terhadap pelayanan Kesehatan.

Pengumpulan data dilakukan analisis dokumen. Tinjauan Pustaka mencakup pemeriksaan
sejumlah studi sebelumnya yang berfokus pada implementasi JKN dan strategi fiskal di sektor
Kesehatan. Analisis dokumen, penulis memeriksa dokumen resmi yang berkaitan dengan
implementasi program JKN, termasuk dokumen kebijakan pemerintah dan laporan evaluasi
program JKN.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Fiskal dalam Program JKN di Yogyakarta dan Jayapura

Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) Adalah kebijakan utama dari pemeritah Indonesia
untuk menciptakan system perlindungan Kesehatan yang adil bagi seluruh warga. Pelaksanaan
program ini tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan dari pusat, tetapi juga sangat terkait dengan
kemampuan fiskal pemerintah daerah, ketersediaan fasilitas Kesehatan, serta keberhasilan
pemerintah daerah dalam pengelolaan layanan Kesehatan yang efisien. Kebijakan fiskal dalam
sektor Kesehatan memiliki peranan yang penting untuk mendukung pembiayaan layanan
Kesehatan, Pembangunan infrastruktur medis, dan peningkatam kualitas tenaga kerja di bidang
Kesehatan. Oleh karena itu, perbedaan dalam kapasitas fiskal di antara daerah dapat berpengaruh
terhadap efektivitas pelaksanaan JKN(Ayu & Utari, 2026).

Implementasi Kebijakan Fiskal JKN di Yogyakarta

Yogyakarta dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki pelayanan Kesehatan yang
cukup maju di Indonesia. Pemerintah daerah dengan konsisten mengalokasikan dana untuk
Kesehatan dalam APBD guna mendukung pelaksanaan program JKN, termasuk dalam
memperbaiki fasilitas Kesehatan, memberikan subsidi iuran untuk Masyarakat berpenghasilan
rendah, serta mengembangkan layanan Kesehatan yang memantfaatkan teknologi(Kharisma, 2020).
Ketersediaan fasilitas Kesehatan yang cukup baik merupakan salah satu satu elemen kunci
keberhasilan pelaksanaan program JKN. Berbagai rumah sakit, puskesmas, dan pusat Kesehatan
Tingkat pertama telah terintegrasi dengan sistem pelayanan BPJS Kesehatan, sehingga
memudahkan Masyarakat dalam mengakses layanan Kesehatan dengan lebih cepat dan efisien.
Selain itu, penggunaan teknologi digital menjadi faktor sidnifikan dalam peningkatan kualitas
layanan Kesehatan. Aplikasi Mobile JKN memberilan kesempatan kepada Masyarakat untuk
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mengakses beberapa layanan Kesehatan, seperti pendaftaran antrean secara online, informasi
peserta, dan layanan administrasi Kesehatan lainnya. Inovasi berbasis teknologi ini mampu
meningkatkan efisiensi pelayanan Kesehatan dan mengurangi wajtu tunggu pasien di berbagai
fasilitas Kesehatan. Kualitas layanan Kesehatan yang tinggi merupakan salah satu elemen penting
dalam meningkatkan kepuasan Masyarakat terhadap jasa Kesehatan(Isrok & Siswantoro, 2025).
Penelitian di ranah pelayanan Kesehatan menunjukkan bahwa tingkat layanan yang baik dapat
memperkuat kepercayaan Masyarakat tergadap sistem pelayanan pelayanan Kesehatan yang
disediakan oleh pemerintah.

Implementasi Kebijakan Fiskal JKN di Jayapura

Tidak sama seperti di Yogyakarta, pelaksanaan program JKN di Jayapura masih
menghadapi banyak kendala, khususnya berkaitan dengan infrastruktur Kesehatan yang terbatas,
kondisi geografis daerah, serta distribusi tenaga Kesehatan yang belum optimal. Keterbatasan
sarana Kesehatan di sejumlah area mengakibatkan akses Masyarakat ke layanan Kesehatan menjadi
lebih sulit(Musdzalifah et al., 2025). Selain itu, kondisi geografis yang cukup menantanng juga turut
mempengaruhi penyaluran layanan Kesehatan kepada Masyarakat. Salah satu faktor yang
berkontribusi terhadap keberhasilan program JKN adalah Tingkat kemampuan Masyarakat dalam
menggunakan layanan Kesehatan berbasis teknologi. Hasil dari pengabdian Masyarakat
menunjukkan bahwa sebagian Masyarakat masih belum memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN
secara maksimal dan cenderung bergantung pada kartu fisik BPJS Kesehatan. Namun, setelah
diberikan pelatihan kepada kader Kesehatan Masyarakat, banyak peserta pelatihan mulai dapat
menggunakan Aplikasi Mobile JKN untuk mengakses layanan Kesehatan secara digital. Temuan
ini menandakan bahwa penguatan Masyarakat melalui pelatihan dan Pendidikan mengenai
Kesehatan bisa menjadi strategi krusial dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program JKN
di wilayah yang memiliki infrastruktur Kesehatan yang terbatas. Selanjutnya, kualitas pekayanan
Kesehatan juga dipengaruhi oleh aspek sumber daya manusia serta sistem manajemen kayanan
Kesehatan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa layanan Kesehatan yang berkualitas tinggi
memerlukan dukungan manajemen yang baik serta ketersediaan tenaga medis yang cukup(Batoteng
etal., 2025).

Analisis Perbandingan Implementasi Kebijakan Fiskal

Dari hasil analisis perbandingan antara Yogyakarta dan Jayapura, terlihat adanya perbedaan
signifikan dalam penerapam kebijakan fiskal terkait program JKN. Yogyakarta memiliki kelebihan
dalam kapasitas fiskal daerah, jumlah fasilitas yang tersedia, sera pemanfaatan teknologi dalam
proses pelayanan Kesehatan. Dengan demikian, layanan Kesehatan beroperasi dengan lebih efektif
dan efisien. Sebaliknya, Jayapura masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, termasuk
keterbatasan infrastruktur Kesehatan, distribusi tenaga medis yang tidak merata, serta rendahnya
tingkat kemampuan digital Masyarakat dalam memanfaatkan layanan Kesehatan berbasis
teknologi. Namun, berbagai program pemberdayaan Masyarakat seperti pelatihan penggunaan
Aplikasi Mobile JKN kepada kader Kesehatan menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan
akses Masyarakat terhadap layanan Kesehatan. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan
program JKN tidak hanya bergatung pada besaran dana Kesehatan yang disediakan oleh pemerintah
daerah, tetapi juga oleh faktor lainnya seperti mutu manajemen pelayanan Kesehatan, pemanfaatan
teknologi digital, dan keterlibatan aktif Masyarakat dalam sistem pelayanan Kesehatan.
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Tabel 1. Perbandingan Kebijakan Fiskal dan Implementasi JKN

Aspek Kota Yogyakarta Kota Jayapura
Kondisi Fiskal Daerah Relatif stabil dengan kapasitas | Kapasitas fiskal terbatas dan
fiskal yang baik bergantung pada dana transfer
pusat
Infrastruktur Kesehatan Fasilitas kesehatan lengkap | Fasilitas kesehatan terbatas
dan mudah diakses dan  distribusinya  belum
merata
Jumlah Tenaga Kesehatan Relatif mencukupi Masih mengalami kekurangan
tenaga medis
Akses Pelayanan Kesehatan | Mudah diakses oleh | Akses  pelayanan  masih
masyarakat menjadi tantangan di beberapa

wilayah

Implementasi Program JKN

Berjalan relatif efektif

Menghadapi kendala
geografis dan infrastruktur

Tingkat Peserta

JKN

Partisipasi

Relatif tinggi

Masih  perlu  peningkatan
sosialisasi

Dukungan Kebijakan Fiskal

APBD cukup mendukung
sektor kesehatan

Dukungan fiskal ada tetapi
masih terbatas

INTERPRESTASI GRAFIK

100
80
60
40
20

Infrastruktur

™ Yogyakarta ™ Jayapura

Kapasitas Fiskal

Akses Layanan

Gambar 1. Grafik Perbandingan Faktir Implementasi JKN di Yogyakarta dan Jayapura

Grafik memperlihatkan bahwa Yogyakarta memiliki skor lebih tinggipada tiga indikator
utama, yaitu kemampuan fiskal daerah, keberadaan infrastruktur Kesehatan, dan akses terhadap
layanan Kesehatan Kesehatan Masyarakat. Di sisi lain, Jayapura masih mengalami sejumlah
kendala, khususnya terkait distribusi fasilitas Kesehatan serta kondisi geografis yang menghambat
akses terhadap pelayanan Kesehatan(Sambodo et al., 2021).

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah sistem pembiayaan untuk Kesehatan di
tingkat nasional yang bertujuan untuk memastikan akses terhadap layanan Kesehatan secara merata

bagi seluruh Masyarakat Indonesia melalui mekansime pembiayaan kolektif yang didasarkan papa
solidaritas sosial(Saragih & Simarmata, 2025).
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Namun, keberhasilan dalam pelaksanaan program ini sangat bergantung pada kemampuan
fiskal daerah serta efektivitas pengelolaan sistem Kesehatan, yang mencakup ketersediaan rumah
sakit, fasilitas Kesehatan primer, serta tenaga Kesehatan(Fadhila & Asridin, 2026).

Oleh karena itu, perbedaan dalam kapasitas fiskal antara daerah yang lebih maju dan daerah
yang masug berkembang dapat menyebabkan ketimpangan dalam kualitas layanan Kesehatan,
walaupun program JKN diberlakukan secara nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi tentang pelaksanaan kebijakan fiskal dalan Program BPJS
Kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Yogyakarta dan Jayapura, dapat
disimoulkan bahwa kebijakan fiskal memaikan peran penting dalam menentukan sejauhmana
layanan Kesehatan dapat diberikan secars efektif kepada Masyarakat.

Temuan penelitianmenunjukkan bahwa Yogyakarta memiliki stabilitas kapasitas fiskal yang
lebih baik dan dilengkapi dengan infrastruktur Kesehatan yang memadai, memungkinkan
pelaksanaan program JKN yang lebih efisien. Hal ini terlihat dari ketersediaan fasilitas esehatan,
keberadaan tenaga medis, dan sistem administrasi layanan terpadu. Situasi ini memungkinkan
pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran Kesehatan dengan lebih efektif dalam
mendukung keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sebaliknya, pelaksanaan kebijakan fiskal dalam program JKN di Jayapura masih
menghadapu berbagai tantangan structural, seperti kapasitas fiskal pemerintah daerah yang terbatas,
distribusi fasilitas Kesehatan yang tidak merata, dan aspek geografis yang mempengaruhi akses
Masyarakat terhadap layanan Kesehatan. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan
pelaksanaan kebijakan fiskal tidah hanya ditentukan oeh besarnya aggaran tetapi juga oleh faktor-
faktor seperti manajemen pemerintah daerah, ketersediaan sumber daya manusia di sektor
Kesehatan, dan kondisi geografis wilayah tersebut.

Dengan demikian, perbandingan antara kedua kota tersebut menyoroti perbedaan dalam
akses dan kualitas layanan Kesehatan yang dipengaruhi oleh kapasitas fiskal regional dan efisiensi
pengelolaan aggaran Kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dalam pelaksanaan program JKN
perlu dirancang dengan pendekatan yang lebih responsif, dengan mempertimbangkan karakteristik
masing-masing daerah dan kapasitas fiskal masing-masing wilayah.
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Mobile JKN di Desa Sereh Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura LATAR BELAKANG
BPJS Kesehatan telah mengembangkan inovasi layanan digital melalui aplikasi Mobile JKN
untuk mempermudah peserta dalam mengakses layanan administrasi dan informasi
kesehatan . Masyarakat , khususnya di pedesaan , masih terbiasa datang langsung ke kantor
BPJS atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ( FKTP ) hanya untuk mengecek status
kepesertaan atau mengambil antrean , yang seringkali memakan waktu dan biaya
transportasi . Pada pengabdian kali ini kami akan memperkenalkan dan melakukan pelatihan
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/ edukasi langsung bagi ibu kader dalam penggunaan dan manfaat dari teknologi yaitu
Aplikasi Mobile JKN dalam pelayanan administrasi di semua fasilitas kesehatan . ( BPJS
Kesehatan . 2022 ) Desa Sereh merupakan salah satu desa di Kecamatan Sentani yang
memiliki aksesibilitas cukup baik , namun pemanfaatan layanan digital kesehatan masih
rendah . Banyak warga yang masih menempuh perjalanan jauh ke pusat layanan kesehatan
hanya untuk mendaftar atau mengecek status kepesertaan , yang sebenarnya dapat dilakukan
melalui smartphone . Ibu kader kesehatan di Desa Sereh memiliki peran strategis sebagai
jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat . Namun , literasi digital mengenai
fitur- fitur BPJS Kesehatan seringkali belum ter-update . Oleh karena itu , diperlukan edukasi
intensif mengenai alur penggunaan dan manfaat aplikasi Mobile JKN untuk memangkas
birokrasi dan waktu tunggu layanan . ( Nugraha , A ., & Susilowati, T .. 2023 ). METODE
Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan yaitu analisis kondisi
wilayah sasaran yakni daerah kampung Sereh , dilanjutkan identifikasi masalah ,
merencanakan intervensi dan melaksanakan implementasi dalam mengatasi masalah yang
direncanakan dengan melaksanakan kegiatan berupa pemberian penyuluhan terkait
pengenalan cara penggunaan dan manfaat Aplikasi mobille JKN terhadap pelayanan
administrasi di semua faskes , kemudian melaksanakan evaluasi hasil kegiatan yang telah
dilaksanakan . Media penyuluhan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah PPT , Leaflet
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